GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
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14.

15.
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17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);



Menetapkan

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4876
Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021,

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

1.
2.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan.



5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp 9.590.400.000.000,00 (Sembilan trilyun lima ratus sembilan puluh miliar
empat ratus juta rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;

b. pendapatan transfer;

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp 5.396.942.567.871,00 (Lima trilyun tiga
ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta
lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu
rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 4.260.000.000.000,00 (Empat trilyun dua ratus enam puluh
miliar rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 17.841.347.000,00 (Tujuh belas miliar delapan
ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp 243.641.687.732,00 (Dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus
empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus
tiga puluh dua rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 875.459.533.139,00 (Delapan
ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima
ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

Anggaran Pendapatan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.260.000.000.000,00 (Empat
trilyun dua ratus enam puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

pajak kendaraan bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

pajak bahan bakar kendaraan bermotor;

pajak pemanfaatan air permukaan; dan

pajak rokok.

®noop

Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu trilyun rupiah).

Bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 850.000.000.000,00 (Delapan ratus
lima puluh miliar rupiah).

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar Rp 2.200.000.000.000,00 (Dua
trilyun dua ratus miliar rupiah).

Pajak pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar
rupiah).

Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp 200.000.000.000,00 (Dua ratus miliar rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pendapatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.841.347.000,00
(Tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat
puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha;
c. retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 5.651.200.000,00 (Lima miliar enam ratus lima
puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 11.264.647.000,00 (Sebelas miliar dua ratus
enam puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 925.500.000,00 (Sembilan ratus dua puluh lima
juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp 243.641.687.732,00 (Dua ratus empat puluh

tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh

tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas
penyertaan modal pada BUMN;

b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas
penyertaan modal pada BUMD.

Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas
penyertaan modal pada BUMN direncanakan sebesar
Rp 2.836.785.588,00 (Dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta
tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan
rupiah).

Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas
penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp
240.804.902.144,00 (Dua ratus empat puluh miliar delapan ratus empat
juta sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 8

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 875.459.533.139,00
(Delapan ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta
lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), yang
terdiri atas:



(1)

(2)

(3)

(1)

hasil kerja sama daerah direncanakan sebesar Rp 681.372.338,00 (Enam
ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus
tiga puluh delapan rupiah).

jasa giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00
(Dua miliar rupiah).

pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp 72.000.000.000,00 (Tujuh
puluh dua miliar rupiah).

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
direncanakan sebesar Rp 354.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh empat
juta rupiah).

pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp 700.150.000.000,00 (Tujuh
ratus milyar seratus lima puluh juta rupiah).

pendapatan denda retribusi Pelayanan Pendidikan direncanakan sebesar
Rp 180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah).

pendapatan denda pajak daerah direncanakan sebesar Rp
30.094.160.801,00 (Tiga puluh miliar sembilan puluh empat juta seratus
enam puluh ribu delapan ratus satu rupiah).

pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Gaji dan
Tunjangan direncanakan sebesar Rp 70.000.000.000,00 (Tujuh puluh
miliar rupiah).

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp 4.180.730.432.129,00 (Empat trilyun
seratus delapan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tiga
puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar Daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.180.730.432.129,00 (Empat
trilyun seratus delapan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat
ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (Nol rupiah)

Pasal 10

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 12.727.000.000,00 (Dua belas

miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah;

b. dana darurat;

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;



(2)

(3)

(4)

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 12.727.000.000,00 (Dua belas miliar tujuh
ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp O (Nol rupiah).

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp O (Nol rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp 11.616.186.000.000,00 (Sebelas trilyun enam ratus enam belas miliar
seratus delapan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:

oo

(1)

(2)

(3)

(4)

belanja operasional, ‘
belanja modal,

belanja tidak terduga; dan

belanja transfer.

Pasal 12

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 _
huruf a direncanakan sebesar Rp5.435.615.961.300,00 (lima triliun empat
ratus tiga puluh lima milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus
enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa;

Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan

Belanja bantuan sosial.

"o a0 op

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 2.331.962.318.109,00 (Dua triliun tiga ratus
tiga puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus
delapan belas ribu seratus sembilan rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 2.812.706.329.353,00 (Dua triliun delapan
ratus dua belas milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus dua puluh
sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 0 (Nol rupiah).
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Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp O (Nol rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp 274.429.463.838,00 (Dua ratus tujuh puluh empat milyar
empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu
delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp 16.517.850.000,00 (Enam belas miliar lima
ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
direncanakan sebesar Rp1.984.395.175.358,00 (satu triliun sembilan
ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta
seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), yang
terdiri atas:

Belanja modal tanah;

Belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal bangunan dan gedung;

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

Belanja modal aset tetap lainnya; dan

Belanja modal aset tidak berwujud.

e e TP

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 38.955.999.999,00 (Tiga puluh delapan milyar
sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 492.268.114.492,00 (Empat ratus
sembilan puluh dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus
empat belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp 681.717.085.019,00 (Enam ratus
delapan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan puluh
lima ribu sembilan belas rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 757.752.039.798,00 (Tujuh
ratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga puluh
sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).



(6)

(7)
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Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp 13.701.936.050,00 (Tiga belas milyar
tujuh ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh
rupiah).

Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c
direncanakan sebesar Rp 251.933.363.342,00 (Dua ratus lima puluh satu
milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga
ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

(1)

(2)

(3)

Pasal 15

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d
direncanakan sebesar Rp 3.944.241.500.000,00 (Tiga trilyun sembilan
ratus empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta lima
ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

b. b. Belanja bantuan keuangan.

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 2.240.000.000.000,00 (Dua trilyun dua ratus
empat puluh miliar rupiah).

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp 1.704.241.500.000,00 (Satu trilyun tujuh ratus
empat miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 16

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp 2.025.786.000.000,00 (Dua trilyun dua puluh lima miliar tujuh ratus
delapan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:

a.
b.

Penerimaan pembiayaan; dan
Pengeluaran pembiayaan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
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Pasal 17

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.029.436.000.000,00 (Dua trilyun
dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah),
yang terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Penerimaan pinjaman daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e e o

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 2.029.436.000.000,00 (Dua trilyun dua puluh sembilan miliar empat
ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp O (Nol rupiah).

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp O (Nol rupiah).

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp O (Nol rupiah).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp O (Nol rupiah).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp O (Nol rupiah).

Pasal 18

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf b direncanakan sebesar Rp 3.650.000.000,00 (Tiga miliar enam
ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

Pembentukan dana cadangan;

Penyertaan modal daerah;

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

Pemberian pinjaman daerah; dan

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

°opo o
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(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp O (Nol rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 3.650.000.000,00 (Tiga miliar enam ratus lima
puluh juta rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp O (Nol rupiah).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp O (Nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp O (Nol rupiah).

Pasal 19

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp
2.025.786.000.000,00) (Dua trilyun dua puluh lima miliar tujuh ratus
delapan puluh enam juta rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp
2.025.786.000.000,00 (Dua trilyun dua puluh lima miliar tujuh ratus
delapan puluh enam juta rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II  Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan,;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
Bantuan Sosial; '



5. Lampiran
6. Lampiran
7. Lampiran
8. Lampiran
9. Lampiran
10. Lampiran

VIl

VIII
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Daftar Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat
khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan
Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 77.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

—
H..ROZANI ERAWADI, SH., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007



